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Indonesia Maju 2045
•Indonesia akan berumur 100 tahun di 2045. Menciptakan
Indonesia yang “lebih maju, sejahtera, dan lebih berdaya saing
di tingkat global”.

•Lima sasaran utama Visi Indonesia Maju 2045:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;

2. Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan
berkurang;

3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional
meningkat;

4. Daya saing sumber daya manusia meningkat;

5. Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju
net zero emission. Bagaimana

caranya?



Kebebasan Ekonomi
• Kebebasan ekonomi adalah kemampuan individu untuk membuat keputusan ekonomi mereka

sendiri tanpa campur tangan atau pembatasan oleh pemerintah atau perlindungan pemerintah
terhadap perilaku anti-pasar yang menguntungkan kelompok yang berkuasa dan
penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok tersebut untuk membatasi pilihan pasar pihak lain
(McMahon (2014), Economic Freedom (Fraser Institute and Heritage Foundation).

• Kebebasan ekonomi adalah sebuah kerangka di mana prinsip-prinsip yang kompatibel dengan
cita-cita kemakmuran yang juga diamanatkan dalam UUD 1945 terimplementasikan dalam
kelembagaan dan proses ekonomi. Dalam kerangka kebebasan ekonomi ini, tercakup sejumlah
prinsip yang dijiwai dengan semangat kemerdekaan bagi setiap anggota masyarakat dalam
melakukan aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan pribadinya. Selain
kemerdekaan pribadi dalam beraktivitas ekonomi, kebebasan ekonomi dalam interaksinya satu
sama lain, saling memberikan manfaat dan berkontribusi bagi tercapainya kesejahteraan secara
luas (Institute Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial).

•Unsur kebebasan ekonomi menurut The Heritage Foundation:

• Rule of law (property rights, judicial effectiveness, government integrity);

• Government size (tax burden, government spending, fiscal health);

• Regulatory efficiency (business freedom, labor freedom, monetary freedom);

• Market openness (trade freedom, investment freedom, financial freedom).

Hipotesis:
Sasaran Indonesia Maju
2045 tercapai dengan
kebebasan ekonomi.

Sumber Gambar: https://www.dekkofoundation.org/we-really-like-how-
you-think/



Rule of Law
• Rule of law dalam kebebasan ekonomi menurut The Heritage Foundation:

• Hak properti atau hak milik (property rights): memberikan perlindungan
atas hak milik. Hak milik yang terjamin memberikan rasa percaya diri
dan aman kepada warga negara untuk melakukan aktivitas ekonomi
(wirausaha, investasi, dll) karena hal milik aman dari pengambilalihan
atau pencurian yang tidak adil.

• Efektivitas peradilan (judicial effectiveness): efektivitas peradilan ini
kerangka hukum yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk
melindungi hak-hak semua warga negara dari tindakan melanggar
hukum. Efektivitas peradilan memerlukan sistem peradilan yang efisien
dan adil untuk memastikan bahwa undang-undang dihormati
sepenuhnya dan tindakan hukum yang tepat diambil terhadap
pelanggaran.

• Integritas pemerintah (government integrity): Adanya integritas
pemerintah yang terjaga dengan kerangka hukum yang kuat akan
mengurangi praktik-praktik korupsi. Terdapat hubungan langsung
antara tingkat intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan
prevalensi korupsi. Peraturan pemerintah atau intervensinya yang ribet
dapat meningkatkan peluang praktik korupsi. Intervensi itu itu juga bisa
mendistorsi pasar dengan menciptakan black market atau pasar ilegal
sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

Sumber Gambar: https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-
news/2023/09/22/rempang-conflict-reveals-weak-land-ownership-system-in-
indonesia

https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2023/09/22/rempang-conflict-reveals-weak-land-ownership-system-in-indonesia


Government Size
• Government size dalam kebebasan ekonomi menurut The Heritage Foundation:

• Beban pajak (tax burden): semakin tinggi beban pajak yang dibebankan bagi individu
atau organisasi, semakin menghambat bagi individu dan organisasi untuk melakukan
aktivitas ekonomi. => butuh rule of law.

• Pengeluaran pemerintah (government spending): Beberapa pengeluaran pemerintah
(misalnya, untuk menyediakan infrastruktur, mendanai penelitian, atau meningkatkan
sumber daya manusia). Dalam menyediakan infrastruktur atau meningkatkan sumber
daya manusia perlu rule of law yang kuat, integritas Pemerintah yang kuat sehingga
pengeluaran pemerintah bisa lebih optimal dan bukan hanya buang-buang anggaran.
Pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran bisa mendukung visi Indonesia Maju
2045, misalnya dalam pemerataan sehingga mengurangi kemiskinan.

• Kesehatan fiskal (fiscal health): Anggaran juga mencerminkan komitmen (atau
kurangnya komitmen) pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya keuangan yang
baik, yang penting bagi ekspansi ekonomi dinamis jangka panjang dan penting bagi
kemajuan kebebasan ekonomi. Melebarnya defisit dan meningkatnya beban utang,
yang keduanya merupakan konsekuensi langsung dari buruknya pengelolaan
anggaran pemerintah, mengikis kesehatan fiskal suatu negara secara keseluruhan.
Penyimpangan dari posisi fiskal yang sehat sering kali mengganggu stabilitas
makroekonomi, menimbulkan ketidakpastian perekonomian, dan dengan demikian
membatasi kebebasan perekonomian.

Kelangkaan (scarcity), biaya kesempatan (opportunity cost), trade-offs.

Sumber Gambar: https://www.cnbcindonesia.com/news/20231004165228-4-
477921/jurus-sri-mulyani-bangun-infrastruktur-tanpa-nguras-apbn

https://www.cnbcindonesia.com/news/20231004165228-4-477921/jurus-sri-mulyani-bangun-infrastruktur-tanpa-nguras-apbn


Regulatory Efficiency
• Regulatory efficiency dalam kebebasan ekonomi menurut The

Heritage Foundation:

• Kebebasan bisnis (business freedom): Kemampuan individu untuk
mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan tanpa campur tangan
negara atau peraturan yang menghambat dan membebani. =>
menciptakan individu entrepreneur, meningkatkan daya saing SDM,
meningkatkan kemajuan, inovasi, dan kreativitas.

• Kebebasan tenaga kerja (labor freedom): Kemampuan individu untuk
mendapatkan kesempatan kerja dan pekerjaan => ini juga artinya
pemerataan agar pendapatan per kapita juga meningkat, yang
didukung dengan rule of law bisa meningkatkan daya saing SDM.

• Kebebasan moneter (monetary freedom): Kebebasan moneter
membutuhkan mata uang yang stabil dan harga yang ditentukan
pasar. Ini perlu agar aktivitas ekonomi berjalan lancar.

Sumber Gambar: https://ekonomi.republika.co.id/berita/s4cz5j502/rasio-kewirausahaan-
indonesia-hanya-347-persen-sekarang-saatnya-dirikan-umkm;
https://bisnis.tempo.co/read/1761529/catatan-pidato-jokowi-soal-ai-atau-kecerdasan-buatan-
kian-dominan-perlu-pengabdosian

https://ekonomi.republika.co.id/berita/s4cz5j502/rasio-kewirausahaan-indonesia-hanya-347-persen-sekarang-saatnya-dirikan-umkm
https://bisnis.tempo.co/read/1761529/catatan-pidato-jokowi-soal-ai-atau-kecerdasan-buatan-kian-dominan-perlu-pengabdosian


Market Openness
• Market openness dalam kebebasan ekonomi menurut The Heritage

Foundation:

• Kebebasan perdagangan (trade freedom): memberikan kebebasan
perdagangan untuk pemenuhan ekonomi, tidak menghambat seperti tarif,
pajak ekspor, kuota perdagangan. Hal ini karena dalam ekonomi
internasional, suatu negara tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri
sendiri maka dari itu harus ada international trade => mengurangi emisi
GRK ya dengan teknologi dari perdagangan internasional itu. Dorongan
lewat perdagangan ini penting karena juga menciptakan rekognisi dan
perdamaian;

• Kebebasan investasi (investment freedom): Lingkungan investasi yang bebas
dan terbuka memberikan lebih banyak peluang kewirausahaan dan insentif
untuk memperluas kegiatan ekonomi, produktivitas yang lebih besar, dan
penciptaan lapangan kerja dibandingkan lingkungan lainnya; dan

• Kebebasan finansial (financial freedom): Dengan memperluas peluang
pembiayaan dan mendorong kewirausahaan, lingkungan perbankan yang
terbuka mendorong persaingan, yang pada gilirannya akan menyediakan
intermediasi keuangan yang paling efisien antara rumah tangga dan
perusahaan serta antara investor dan pengusaha.

Sumber Gambar: https://www.trenasia.com/harga-bawang-putih-terus-naik-kemendag-segera-
minta-impor; https://ekon.go.id/publikasi/detail/5517/selenggarakan-business-forum-di-
singapura-dewan-nasional-kek-tawarkan-berbagai-kemudahaninsentif-investasi-dan-tanda-
tangani-3-mou-kerja-sama-kek

https://www.trenasia.com/harga-bawang-putih-terus-naik-kemendag-segera-minta-impor
https://ekon.go.id/publikasi/detail/5517/selenggarakan-business-forum-di-singapura-dewan-nasional-kek-tawarkan-berbagai-kemudahaninsentif-investasi-dan-tanda-tangani-3-mou-kerja-sama-kek
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